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Abstract

One of the main challenges facing the desa's government is the lack of adequate administrative and
information technology capabilities. This situation affects the effectiveness of public services and the quality of
the pemerintahan desa's tata kelola, especially in desa that still uses a manual administrative system and is
not yet established. The goal of this pengabdian activity is to increase the capacity of the desa through the use
of digital tata kelola administration. The methods used include observation, pre-test, pelatihan,
pendampingan, and post-test evaluation. The activity's results indicate an increase in Simalinyang residents’
awareness of the area. In addition, the successful implementation of an integrated digital desa administration
system and an increase in the effectiveness of public digital services. Accordingly, digitalization of desa
administration is an effective strategy for improving the quality of tata kelola pemerintahan desa that is tertib,
efisien, and continuous.

Keywords: Digitalization, village administration, apparatus capacity, village governance, public services,
digital systems

Abstrak

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya kemampuan
administrasi dan teknologi informasi yang memadai. Situasi ini memengaruhi efektivitas pelayanan publik
dan kualitas tata kelola pemerintahan desa, terutama di desa yang masih menggunakan sistem administrasi
manual dan belum mapan. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas desa
melalui penerapan tata kelola administrasi digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, pra-tes,
pelatihan, pendampingan, dan evaluasi pasca-tes. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran warga
Simalinyang terhadap wilayah tersebut. Selain itu, berhasilnya implementasi sistem administrasi desa digital
terintegrasi serta peningkatan efektivitas layanan publik digital. Dengan demikian, digitalisasi administrasi
desa merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang tertib,
efisien, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Digitalisasi, administrasi desa, kapasitas aparatur, pemerintahan desa, layanan publik, sistem
digital

1. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pembangunan desa pasca diberlakukannya Undang-Undang Desa
Nomor 6 Tahun 2014 menuntut penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan,
dan berbasis data. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah tersedianya
sistem administrasi pemerintahan desa yang tertib serta didukung oleh pemanfaatan teknologi
informasi. Namun demikian, secara empiris masih banyak desa di Indonesia menghadapi
keterbatasan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi dan penggunaan teknologi
digital.

Secara kuantitatif, jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 74.000 desa dengan
karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Di Provinsi Riau terdapat 1.591 desa,
sedangkan di Kabupaten Kampar berjumlah 242 desa. Desa sasaran dalam kegiatan pengabdian
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ini adalah Desa Simalinyang yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar.
Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Simalinyang pada tahun 2016 dan 2021
masih berada pada kategori desa berkembang. Dalam kurun waktu tersebut, status desa tidak
mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan desa lain di wilayah sekitarnya,
yang menunjukkan adanya stagnasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.
Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan status menjadi desa maju, dan pada
tahun 2025 status tersebut tetap bertahan sebagai desa maju. Perubahan ini menunjukkan adanya
potensi peningkatan kapasitas desa, namun tetap memerlukan penguatan berkelanjutan,
khususnya dalam aspek administrasi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari sisi kondisi faktual, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar administrasi
desa masih dilakukan secara manual, belum tertata sesuai standar regulasi, dan belum didukung
sistem digital. Keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam administrasi dan teknologi
informasi menjadi kendala utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, Desa
Simalinyang Kabupaten Kampar memiliki posisi strategis sebagai pusat kecamatan dengan
potensi sosial ekonomi yang berkembang. Ketersediaan jaringan internet serta dukungan
kelembagaan menjadi modal penting pengembangan sistem digital. Namun, potensi tersebut
belum dimanfaatkan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya sistem
terintegrasi. Permasalahan difokuskan pada rendahnya kapasitas aparatur dan belum optimalnya
pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, serta mewujudkan administrasi desa yang tertib, efektif, dan berbasis digital guna
meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat.

Secara konseptual, kegiatan ini didasarkan pada teori capacity building yang menekankan
pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan sistem (Grindle, 1997; Asrori, 2014;
Kusumaningrum etal., 2016). Penguatan aparatur desa menjadi kunci tata kelola yang efektif (Eko
et al,, 2014). Administrasi yang tertib berperan strategis dalam penyediaan data akurat untuk
pengambilan keputusan (Nurcholis, 2011). Pemanfaatan e-government meningkatkan efisiensi
dan transparansi pelayanan (Heeks, 2006; Twizeyimana & Andersson, 2019). Hal ini sesuai
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82-86 serta Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
yang menekankan pentingnya sistem informasi desa berbasis teknologi. Implementasi kebijakan
ini mendorong akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik desa
secara berkelanjutan dan sistematis.

Kajian empiris menunjukkan rendahnya kapasitas administrasi desa masih menjadi
masalah umum. Banyak desa belum mampu mengelola administrasi secara efektif akibat
keterbatasan kompetensi dan minimnya dukungan teknologi (Sulismadi et al., 2017). Digitalisasi
desa berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan (Sihombing dan
Lumbantobing, 2024; Geohansa et al., 2025), namun bergantung pada kesiapan SDM dan sistem.
Penelitian Tasik (2016) serta Lembong et al. (2017) menunjukkan administrasi desa masih belum
optimal. Studi lain juga menyoroti lemahnya kapasitas aparatur (Sugiharti et al,, 2023; Lembaga
Administrasi Negara, 2019). Hal ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa
secara sistematis dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan temuan lapangan pada desa sasaran. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Kepala Desa Simalinyang dan aparatur desa, diketahui bahwa perangkat
desa belum memahami secara komprehensif standar administrasi pemerintahan desa sesuai
regulasi yang berlaku. Aparatur desa juga mengakui belum pernah mendapatkan sosialisasi
maupun pelatihan yang memadai terkait pengelolaan administrasi desa. Selain itu, kebutuhan
akan sistem informasi desa berbasis teknologi menjadi sangat mendesak, mengingat hingga saat
ini belum tersedia sistem digital yang operasional dalam mendukung pelayanan administrasi.
Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pengelolaan data, pelayanan publik, serta
perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa yang
diintegrasikan dengan penerapan digitalisasi administrasi menjadi langkah strategis dalam
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.

P-ISSN 2614-7424 | E-ISSN 2614-8927 1038


https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i3.33093

DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 10, No. 3 Juni 2026, Hal. 1037-1048
DOI: https://doi.org/10.31849 /dinamisia.v10i3.33093

Beberapa upaya penguatan kapasitas aparatur desa telah dilakukan melalui pelatihan dan
pendampingan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendekatan pendampingan partisipatif mampu meningkatkan kompetensi aparatur desa secara
signifikan (Sari et al., 2026). Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam tata kelola desa juga
terbukti dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data (Mardinata et al,,
2023), (Wardhani et al., 2024), (Firmansyah et al., 2024).

Kegiatan pengabdian ini merupakan hilirisasi dari berbagai hasil penelitian terkait
penguatan kapasitas aparatur desa dan penerapan e-government di tingkat lokal. Dengan
mengintegrasikan pendekatan pelatihan, pendampingan, dan implementasi sistem digital,
kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.

2. METODE

Metode penerapan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara sistematis melalui
tahapan terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Tahap pertama berupa
observasi lapangan dan wawancara guna mengidentifikasi kondisi awal administrasi desa,
termasuk sistem pencatatan, dokumen, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta dilakukan
pre-test untuk mengukur pengetahuan awal. Tahap kedua adalah pelatihan dan pendampingan
terkait penyusunan administrasi sesuai regulasi dan penerapan sistem digital, menggunakan
metode ceramah, diskusi kelompok terarah, dan praktik langsung. Pendampingan dilakukan
secara partisipatif agar aparatur mampu mengimplementasikan materi. Tahap ketiga adalah
evaluasi melalui post-test dan observasi perubahan, menggunakan instrumen tes, lembar
observasi, dan wawancara untuk menilai aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif secara
komprehensif.

OBSERVASI LAPANGAN & WAWANCARA AWAL
o Mengdentifikasi kondisi awal administrasi desa
* Menggall kebutuhan aparatur desa

+
PRE-TEST (ASPEK KOGNITIF)

* Mengukur tinghkat pengetabuan awal aparatur desa
* Instrumen: Tes tertulis (pre-test)

— £ S— -
PERANCANGAN BAHAN PELATIHAN & APLIKASI ’

* Menyusun modul/buku administras desa sesual standar
* Menylapkan aplikasi/sistem digital administrasi desa
— I 2 . =

PELATIHAN & PENDAMPINGAN (CAPACITY BUILDING)
* Peayampasan mater) (ceramah & dsskusi}
* Praktik langsung & pendampingan penggunaan aplikasi

= L
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI & DIGITALISASI DESA ‘

@00E

* Peryusunan dokumen administrasl sesual standar

* Penerapan sistemn digital dalam pelayanan administrasi desa
-

POST-TEST & EVALUASI

* Mengukur tingkat pengetahuan setelah pelatihan
* Observas! perubahan sistern administrasi desa

k3

HASIL AKHIR
Peningkatan kualitas administrasi desa yang tertib, efektif, berbasis digital
dan peningkatan kualitas pelayanan publik

O
5,

Gambar 1. Skema Metode Pelaksanaan Pengabdian

Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu: (1)
peningkatan pengetahuan aparatur desa mengenai administrasi pemerintahan (kognitif), yang
diukur dari perbandingan hasil pre-test dan post-test; (2) perubahan sikap dan komitmen
aparatur desa dalam pengelolaan administrasi (afektif), yang diidentifikasi melalui hasil
wawancara dan observasi; serta (3) peningkatan keterampilan teknis aparatur desa dalam
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menyusun administrasi dan menggunakan sistem digital (psikomotorik), yang diukur melalui
praktik langsung dan hasil kerja administrasi desa.

Selain itu, tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan juga dilihat dari perubahan nyata
dalam sistem administrasi desa, seperti tersusunnya dokumen administrasi yang lebih tertib dan
sesuai standar, serta mulai diterapkannya sistem pelayanan administrasi berbasis digital.
Dampak kegiatan juga diamati dari peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat,
akurat, dan transparan, sehingga mencerminkan adanya perubahan positif dari aspek sosial dan
tata kelola pemerintahan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kegiatan pengabdian ini disajikan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu
peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta terwujudnya sistem administrasi desa yang tertib
dan berbasis digital.

1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Desa

Pada tahap awal kegiatan, tim pengabdi melakukan pengukuran kondisi awal melalui
penyebaran kuesioner pre-test kepada peserta pelatihan. Instrumen ini digunakan untuk
mengidentifikasi tingkat pengetahuan sekaligus kondisi faktual terkait pengelolaan administrasi
pemerintahan desa. Aspek yang diukur meliputi ketersediaan dan kelengkapan buku administrasi
desa, pemanfaatan teknologi informasi seperti website desa, ketersediaan jaringan internet,
sistem pelayanan administrasi (surat-menyurat).

Tabel 1. Kondisi Awal Administrasi Desa (Hasil Pre-Test)

Aspek yang Dinilai Tersedia (%) Tidak Tersedia (%)
Buku administrasi lengkap 10% 90%
Website desa aktif 0% 100%
Jaringan internet di desa 100% 0%

Sistem surat-menyurat digital 0% 100%

Sumber: Hasil kuesioner pre-test kegiatan pengabdian, 2021

Hasil pre-test menunjukkan bahwa kondisi awal administrasi desa masih tergolong
rendah dan belum optimal. Dari aspek kelengkapan administrasi, hanya 10% yang telah tersedia
sesuai standar, sementara 90% lainnya belum tersedia. Pada aspek pemanfaatan teknologi
informasi, desa belum memiliki website aktif serta belum menerapkan sistem surat-menyurat
berbasis digital. Meskipun desa telah memiliki akses jaringan internet, pemanfaatannya dalam
mendukung digitalisasi administrasi masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatannya dalam tata kelola
administrasi desa. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan kegiatan pelatihan dan
pendampingan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa.

' [ < \
d -

Gambar 1. Pelatihan Administrasi Desa Pada Apratur Pemerintah Desa Simalinyang
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Peningkatan pengetahuan aparatur desa kemudian diukur melalui perbandingan hasil
pre-test dan post-test. Adapun hasil penilaian yang dilakukan tim pengabdi, untuk mengetahui
pengetahuan dan pemahaman aparatur desa Simalinyang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Pre-Test dan Post-Test Aparatur Desa

Indikator Pre-Test Post-Test Peningkatan
Nilai Rata-rata 54,6 82,4 50,9%
Nilai Tertinggi 68 95 -

Nilai Terendah 40 70 -
Jumlah Peserta 15 orang 15 orang -

Sumber: Hasil olahan data evaluasi kegiatan pengabdian, 2021

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata dari 54,6 pada saat
pre-test menjadi 82,4 pada saat post-test, atau meningkat sebesar 50,9%. Sebelum kegiatan,
tingkat pemahaman aparatur desa masih tergolong rendah, yang ditunjukkan dari keterbatasan
dalam memahami jenis-jenis administrasi desa, fungsi dokumen, serta standar pengelolaan
administrasi. Setelah pelaksanaan pelatihan, aparatur desa menunjukkan peningkatan
pemahaman yang signifikan terhadap sistem administrasi desa yang sesuai dengan regulasi yang
berlaku. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan melalui pendekatan ceramabh,
diskusi, dan praktik langsung efektif dalam meningkatkan kapasitas kognitif aparatur desa.
Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, aparatur desa memiliki dasar yang lebih kuat dalam
mendukung perbaikan tata kelola administrasi desa secara keseluruhan.

2. Terwujudnya Sistem Administrasi Desa Berbasis Digital

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah mewujudkan sistem administrasi desa yang tertib,
efektif, dan berbasis digital melalui penyediaan dan implementasi aplikasi teknologi informasi.
Dalam kegiatan ini, tim pengabdi menyediakan sistem digitalisasi desa yang terintegrasi, yang
mencakup administrasi pemerintahan desa, pelayanan administrasi (surat-menyurat), profil desa
berbasis website, pengelolaan administrasi perpajakan desa, serta pengelolaan data bantuan
sosial (bansos). Pengembangan sistem dilakukan melalui kerja sama dengan PT Digital Desa
Indonesia (DIGIDES) sebagai penyedia platform teknologi desa. Sistem yang dikembangkan
dalam pengabdian ini disusun dengan mengacu pada standar administrasi pemerintahan desa.
Pedoman tersebut merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 2016 mengenai Administrasi Pemerintahan Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 109 Tahun 2019 yang mengatur tentang formulir dan buku dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan.

Tabel 3. Buku dan Jenis Standar Administrasi Pemerintahan Desa

No Buku Administrasi Jenis Administrasi

1 Administrasi Umum a. Administrasi Peraturan Desa
b. Administrasi Keputusan Kepala Desa
c. Administrasi Inventaris Desa
d. Administrasi Aparat Pemerintah Desa
e. Administrasi Tanah Kas Milik Desa
f. Administrasi Tanah di Desa
g. Administrasi Agenda h. Administrasi Ekspedisi

2 Administrasi Penduduk a. Administrasi Data Induk Penduduk Desa
b. Administrasi Data Mutasi Penduduk
c. Administrasi Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan
d. Administrasi Data Penduduk Sementara

3 Administrasi Keuangan a. Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
b. Administrasi Kas Umum
c. Administrasi Kas Pembantu
d. Administrasi Kas Harian Pembantu
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Tabel 3. Buku dan Jenis Standar Administrasi Pemerintahan Desa (Lanjutan)

4  Administrasi a. Administrasi Rencana Pembangunan
Pembangunan b. Administrasi Kegiatan Pembangunan
c. Administrasi Inventaris Proyek
d. Administrasi Kader-Kader Pembangunan
5 Administrasi a. Administrasi PKK
Kelembagaan b. Administrasi LPMD
c. Administrasi Karang Taruna
d. Administrasi Posyandu
e. Administrasi RT/RW
f. Administrasi BPD
Sumber: Data olahan dari Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Berdasarkan standar tersebut, sistem digital yang dikembangkan mampu
mengakomodasi administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan kelembagaan. Hal
ini menunjukkan sistem tidak bersifat parsial, melainkan mencakup seluruh aspek administrasi
sesuai ketentuan. Selain itu, tersedia fitur pelayanan surat-menyurat desa secara digital untuk
mempermudah akses masyarakat. Fitur ini memungkinkan layanan dilakukan cepat dan efisien
tanpa harus datang ke kantor desa. Berbagai layanan seperti kependudukan, pernikahan,
pertanahan, dan layanan umum lainnya telah terintegrasi dalam satu sistem. Dengan demikian,
sistem ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan
modern dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh.

Tabel 4. Jenis Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Desa

No Jenis Pelayanan Layanan

1  Pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), surat domisili, surat pindah, akta
Kependudukan kelahiran, surat kematian

2 Pelayanan Surat pengantar nikah, surat keterangan belum/pernah menikah,
Pernikahan surat keterangan duda/janda

3  Pelayanan Surat keterangan kepemilikan tanah, sporadik, keterangan ahli
Pertanahan waris, mutasi tanah

4  Pelayanan Umum Surat keterangan usaha, SKTM, pengantar SKCK, izin keramaian,

surat penghasilan, surat keterangan lainnya
5  Pelayanan Lainnya Layanan administrasi sesuai kebutuhan masyarakat desa

Sumber: Data diolah dari Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Administrasi
Kependudukan

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa sistem digital yang dikembangkan telah
mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan administrasi surat-menyurat ke dalam satu platform.
Integrasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa tidak hanya bersifat konseptual,
tetapi telah diwujudkan secara operasional dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Implementasi Sistem Digital Desa

Sistem digitalisasi desa yang dikembangkan telah berhasil diimplementasikan dan dapat
diakses secara daring melalui platform sistem administrasi desa:
https://online.digitaldesa.id/14.01.19.2001 dan website profil desa:
https://profil.digitaldesa.id /simalinyang-kamparkab. Melalui sistem tersebut, masyarakat desa
dapat mengakses berbagai layanan administrasi secara online, termasuk pengajuan surat melalui
perangkat mobile (android). Dengan demikian, pelayanan administrasi menjadi lebih mudah
diakses, efisien, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi sistem digital desa juga didukung oleh tampilan antarmuka yang sederhana
dan mudah digunakan, baik oleh aparatur desa maupun masyarakat. Hal ini terlihat dari tampilan
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beranda website desa serta fitur pelayanan administrasi yang telah terintegrasi dalam sistem
digital.

€3 8 ) ek ' ||

Selamat Datang

Website Resmi Desa Simalinyang

D L il e T L

Lo ke Hadmon Psioyoron Ofies

Sambutan Kepala Desa
Simalinyang
RITAS, 5P
|
epeafalls=504 oan gy 9 I - T e R &)
(a) (b)
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Gambar 3 Administrasi Desa (a) Jenis Pelayanan Surat Desa (b)

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa sistem digitalisasi desa telah
diimplementasikan dalam bentuk platform yang terintegrasi, yang tidak hanya menampilkan
informasi desa, tetapi juga menyediakan layanan administrasi secara langsung kepada
masyarakat. Tampilan sistem yang user-friendly memungkinkan aparatur desa dan masyarakat
untuk mengakses serta mengelola layanan dengan lebih mudah.

Dampak Implementasi Sistem

Implementasi sistem digitalisasi desa menunjukkan adanya perubahan yang signifikan
dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, yang ditandai dengan tersedianya sistem
administrasi desa yang terintegrasi, meningkatnya keteraturan dan kerapihan data administrasi,
meningkatnya efisiensi pelayanan kepada masyarakat, tersedianya akses layanan publik secara
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online, serta meningkatnya transparansi dalam pengelolaan data desa. Perubahan tersebut
menunjukkan bahwa penerapan sistem digital tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi
juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara
keseluruhan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, aparatur desa menjadi lebih mudah dalam
mengelola data, sementara masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan
transparan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil mewujudkan sistem administrasi
desa yang lebih tertib, efektif, dan berbasis digital sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan Keterampilan Aparatur Desa

Peningkatan keterampilan aparatur desa merupakan dampak dari penerapan sistem
administrasi berbasis digital yang telah diperkenalkan dalam kegiatan pengabdian ini. Setelah
sistem diimplementasikan, aparatur desa diberikan pelatihan dan pendampingan melalui praktik
langsung (hands-on practice) dalam mengoperasikan aplikasi digital desa. Pendekatan ini
memungkinkan aparatur desa untuk secara langsung mempraktikkan penggunaan sistem dalam
kegiatan administrasi sehari-hari.

Evaluasi terhadap aspek keterampilan (psikomotorik) dilakukan melalui instrumen post-
test yang mengukur kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem digital, khususnya
dalam pengarsipan data administrasi desa dan pelayanan surat-menyurat berbasis aplikasi. Hasil
evaluasi menunjukkan bahwa seluruh peserta pelatihan memberikan respons positif terhadap
indikator yang diukur.
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Gambar 4. Hasik Tanggapan Peserta Terkait Peningkatan Keterampilan Aparatur Desa

Berdasarkan hasil evaluasi, dari 15 (lima belas) peserta pelatihan yang merupakan
perangkat desa, seluruhnya (100%) menyatakan telah mampu melakukan pengarsipan data
administrasi desa menggunakan aplikasi digital serta melaksanakan pelayanan administrasi
(surat-menyurat) secara digital. Hasil ini menunjukkan bahwa aparatur desa telah memiliki
keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem yang telah diterapkan.

Peningkatan keterampilan tersebut tidak hanya tercermin dari hasil evaluasi, tetapi juga
dari perubahan perilaku kerja aparatur desa yang menjadi lebih terarah dan sistematis. Aparatur
desa mulai bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem
digital, serta mampu beradaptasi dalam mengoperasionalkan aplikasi sebagai bagian dari proses
administrasi pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari aktivitas pelayanan yang dilakukan secara
langsung menggunakan sistem digital di kantor desa. Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan
pendampingan yang dilakukan terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis aparatur
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desa, sehingga mendukung keberhasilan implementasi sistem administrasi desa berbasis digital
secara berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada
aspek pengetahuan, sistem administrasi, dan keterampilan aparatur desa. Untuk memberikan
kontribusi akademik yang lebih kuat, hasil tersebut dianalisis dengan mengaitkan kondisi awal,
intervensi yang dilakukan, serta implikasi perubahan berdasarkan teori-teori yang relevan.

1. Transformasi Pengetahuan sebagai Fondasi Perubahan Tata Kelola

Temuan awal menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dan
kapasitas pemanfaatannya. Meskipun desa telah memiliki akses internet (100%), pemanfaatan
teknologi dalam administrasi masih rendah. Hal ini menegaskan bahwa masalah utama terletak
pada kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan nilai dari 54,6 menjadi 82,4 (50,9%)
menunjukkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan aspek kognitif. Hal ini sejalan dengan
teori Bloom (dalam Sagala, 2010) tentang perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Menurut Sudjana (2011), hasil belajar juga mencakup kemampuan aplikasi. Temuan ini
mendukung konsep capacity building oleh Grindle (dalam Kusumaningrum et al., 2016), namun
tetap memerlukan dukungan sistem berkelanjutan.

2. Digitalisasi sebagai Intervensi Struktural dalam Tata Kelola Desa

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga
menghasilkan sistem digital sebagai output nyata. Hal ini penting karena perubahan terjadi pada
level individu dan organisasi. Dalam perspektif e-government, digitalisasi merupakan mekanisme
interaksi modern pemerintah dan masyarakat melalui teknologi informasi (Richardus dalam
Sulismadi et al., 2017). Implementasi sistem digital desa menunjukkan pemanfaatan teknologi
untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi. Sistem ini juga mengacu pada standar
regulasi, sehingga bersifat komprehensif. Hal ini sejalan dengan konsep digital governance yang
menekankan integrasi sistem (Mergel et al,, 2019; Twizeyimana & Andersson, 2019). Namun,
keberlanjutan tetap menjadi tantangan penting.

3. Keterampilan Aparatur sebagai Indikator Keberhasilan Implementasi

Peningkatan keterampilan aparatur desa, ditunjukkan oleh 100% peserta mampu
mengoperasikan sistem digital, mencerminkan keberhasilan aspek psikomotorik. Dalam teori
kompetensi, kemampuan teknis merupakan bagian dari technical competency yang menentukan
kinerja individu (Spencer, 1992; Rothwell, 2000 dalam Tiesnawati, 2010). Pendekatan learning
by doing terbukti efektif meningkatkan keterampilan, sejalan dengan teori pembelajaran bahwa
praktik langsung memperkuat kemampuan (Sagala, 2010). Perubahan ini juga menunjukkan
transformasi perilaku kerja dari manual menjadi berbasis sistem. Namun, capaian tersebut masih
bersifat jangka pendek. Keberlanjutan keterampilan bergantung pada konsistensi penggunaan,
sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan secara sistematis dan terstruktur.

4. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak yang tidak hanya bersifat teknis,
tetapi juga struktural dan kultural. Digitalisasi administrasi desa telah meningkatkan efisiensi
pelayanan, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas data dalam perencanaan pembangunan.
Dalam perspektif capacity building, keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengembangan
kapasitas aparatur desa tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada penguatan sistem
organisasi dan lingkungan pendukung (Grindle, 1997). Lebih lanjut, integrasi antara peningkatan
kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa reformasi tata
kelola desa memerlukan pendekatan yang holistik. Hal ini sejalan dengan konsep digital
transformation in governance yang menekankan bahwa teknologi harus diintegrasikan dengan
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perubahan organisasi dan sumber daya manusia (Mergel et al., 2019). Namun demikian, terdapat
beberapa keterbatasan, antara lain: skala kegiatan masih terbatas pada satu desa, ketergantungan
pada pihak eksternal dalam pengelolaan sistem, belum adanya evaluasi dampak jangka panjang
terhadap kesejahteraan masyarakat

5. Peluang Pengembangan ke Depan

Hasil kegiatan ini menunjukkan potensi untuk direplikasi dan dikembangkan lebih luas.
Model integrasi antara pelatihan dan sistem digital dapat diterapkan pada desa lain dengan
karakteristik serupa. Selain itu, pengembangan sistem dapat diarahkan pada integrasi dengan
platform pemerintah daerah serta penambahan fitur seperti e-budgeting dan e-planning.
Penguatan kapasitas aparatur desa juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan
periodik agar kompetensi yang telah diperoleh tetap terjaga dan berkembang.

Secara kritis, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya terletak pada peningkatan
pengetahuan dan keterampilan aparatur desa, tetapi pada kemampuan mengintegrasikan aspek
sumber daya manusia dan sistem teknologi dalam satu kerangka tata kelola yang utuh. Tanpa
integrasi tersebut, digitalisasi berpotensi menjadi sekadar formalitas administratif, bukan
transformasi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui integrasi
antara pelatihan dan implementasi sistem digital. Peningkatan pengetahuan ditunjukkan dari
kenaikan nilai rata-rata pre-test sebesar 54,6 menjadi 82,4 pada post-test, yang menegaskan
efektivitas metode pelatihan dalam memperkuat pemahaman administrasi desa. Selain itu,
terwujudnya sistem administrasi desa berbasis digital menjadi output utama yang mampu
mengintegrasikan pengelolaan administrasi dan pelayanan publik dalam satu platform.
Implementasi sistem ini berdampak pada meningkatnya efisiensi, keteraturan, dan transparansi
pelayanan.

Peningkatan keterampilan aparatur desa juga terlihat dari kemampuan seluruh peserta
(100%) dalam mengoperasikan sistem digital. Dengan demikian, penguatan tata kelola desa
terbukti lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mengintegrasikan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara
sistematis dan berkelanjutan.
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